BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2018

Menimbang

DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa .sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota
dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang
didanai dari dana desa sesuai pedoman umum

- pelaksanaan penggunaan dana desa;

b. bahwa untuk melaksanakan dana desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin,

perlu membuat Pedoman Teknis Kegiatan,

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang
Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang Bersumber:
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

2018 di Kabupaten Musi Banyuasin;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang
Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun
1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012
tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1359);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1884);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 Tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa {(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun. 2017 Nomor 1970);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Tatacara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomeor 1367);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Jirak
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017 Nomor 14).

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 75);

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun
2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengadaan Barang
/ Jasa di Desa;

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor
72 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati
Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 72);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN 2018 DI KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin,
Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas PMD

Kabupaten Musi Banyuasin;

Desa adalah Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya
disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2017;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2017,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten

Musi Banyuasin;

Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD

adalah BPD dalam Kabupaten Musi Banyuasin,;

Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa dalam

Kabupaten Musi Banyuasin;

Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam

Kabupaten Musi Banyuasin;

Bendahara Desa adalah Bendahara Desa dalam
Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perangkat desa
yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
membayarkan dan mempertanggungjawabkan

keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat
BUMDesa adalah BUMDesa dalam Kabupaten Musi
Banyuasin;

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya
disingkat KPMD adalah KPMD dalam Kabupaten Musi

Banyuasin;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban desa tersebut;

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan

pengawasan keuangan desa;

Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan
nama lain ‘adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM).

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang
besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa

secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan  jumlah penduduk Desa, angka

meniskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat

kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.



22. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat
kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar

daerah.

23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi

infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

24. Pedoman Teknis Kegiatan adalah acuan dalam
pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa yang
bersumber dari APBN;

BAB II
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari
APBN Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
Pasal 3

Petunjuk Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, merupakan pedoman dalam pelaksanaan
penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN Tahun
2018 di KabupatenMusi Banyuasin.



BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 26 MAeeT 2018
/ Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN#

\ BENI HERNEDI
Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 46 MpareT 2018

SEKRETARIS DAERAH _‘
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR L“
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